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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah diperoleh kesimpulan, yaitu:

1. Dampak kedudukan kelembagaan adat Dayak Kedamangan dalam
Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan
Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap Hak-hak Masyarakat Hukum
adat Dayak, yaitu:

a. hukum adat materiil mengenai lembaga adat Dayak Kedamangan
menjadi materi hukum positif sehingga menghilangkan hukum adat.

b. tidak adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak
masyarakat hukum adat khususnya mengenai lembaga adat Dayak
Kedamangan dan hak-hak tradisionalnya.

c. hilangnya sifat hukum adat yang dinamis.

2. Latar belakang kelembagaan adat Dayak Kedamangan dirumuskan dalam
Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan
Adat Dayak Di Kalimantan Tengah dikarenakan terbentuknya organisasi
masyarakat adat Dayak berupa Majelis Adat Dayak Nasional dengan
membentuk Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak
Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak
Kelurahan. Keberadaan organisasi adat dimasukan ke dalam ranah politik,
sehingga terbentuknya lembaga adat Dayak ini dimanfaatkan sebagai alat

politik pemilihan kepala daerah terpilih.
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B. Saran

Penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencabut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan
Adat Dayak.

2. Membentuk Peraturan Daerah yang materinya mengatur tentang
pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat
Dayak.

3. Pejabat daerah tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam organisasi

masyarakat adat Dayak.
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